
SA.I-I}IAN

BUPATI MOROWALI
ri(rJ v lt\ r)t J \.r l-,l\ w -E,JI 1 f,1\ \r,t\ii

T'|.;irr a rTtr rrt A ,\, rrt rt) a,Trt tra/.\D/\rrr,rr r.Frit\f1t vt\J-!lr l-r(Jr rlll ivl\-rr\\-,, w l_ttft

NoMoR f resux.:pzr
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (3),
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentartg Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. per'lu rnenetapkan Peraturan
Bupati tenlang TaLa Cara Pemberian dan PemanfaaLan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat 1. Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Morowali Kepulauan (Lembaran Negara
T)^-..Ll:t- r-l^-^^:^ 'n^L--- 1atrt6 r\T^-^- t.7a) ,Tr^_l^^l^^-.r\ciriarr'r1A rirl'lurr(.ora taltt)tt i>r) i'r(jr-ii'vi ,r, 7, r a,rrrrJctllcall

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 39O0i
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOO Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3966);

J. Ulruiiirt, v-trUi: rB ilulllul ZJ I ialltll-l ZV L't LerrtalrB
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrfta}.an lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-3. 3.
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta ke{a menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41 , Tattba-ilarr Lcrubar arr iicgai a Repubiik iridorissia
iiomor 5856i;

Menimbang
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4. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaterr Mor<.rwali Tahun 2O23 Nornor Oi7, Tambahan
l,embaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0337;

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN REIRIBUSI DAERAH.

BAB I
I(ETENTUAN.UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran ralryat.

2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
dacrzrir s-yi-ragai pernb:ryai aii atas jasa atau i;eili-rer i att 'ain ter terrtr"i yairg
khusus disediakan dan/ atau diberikan oieh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang
selaljutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang
diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak
alau fi,cLlrullr yi tB Lsr uiiairt $e uljilr rtrBlaLarr pcuaEniarr paJal5. aaau
retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serra pengawasan
penyetorannya.

5. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Bupati adalah Bupati Morowali.
8. Badan Pengelolaan Pendapatal Derah adalah Badan Pengelolaaan

rcllualJaLiar-r rJiacl ir-tl l\,iauuljaaLc-tr rylrjl uwallj.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya clisingkat PD a<ialah unsur

pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

10. Instansi Pelaksana adolah dinas, badan atau lembaga yang tugas pokok
dan fungsinya melaksanakan pemgungutan Pajak dan Retribusi.
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BAB II

PEMBERIAN INSENTIF

Pasa-l 2

(1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemungutan Paj ak dan Retribusi
Daerah diberikan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari penerimaan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan mela-lui Angga-ran
Pendapatan dan Belanja tahun anggaran berkenaan.

(3) Pemberian dan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi
dilaksanakan berdasarkan azas kepatuhan, kewajaran, dan rasionnlitas
disesuaikan <iengan besarnya tanggung jawab PD.

(4) Penerimaan Insentif Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan
sebagairnana dimaksud pada ayat (21 dijabarkan dalam rencana
penerifivran pada tiap triwul,an sesuai. capaian ree lisasi Pajak dan
Retribusi.

BAB III
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu

Penerima insentif
Pasal 3

(i) Pemanfaatan insentif diberikan kepada instansi peiaksana pemungut
Pajak dan Retribusi.

(2) Pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi sebagaimala dimaksud pada
ayat (1) diberikan secara proporsional kepada:
a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan

keuangan daerah;
b. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
c. pegawai dan pejabat badan pengelolaan pendapatan daerah

ka.bupaten morowali selaku pengelola pemungutan Pajak dan
Retribusi;

d. pejabat dan pegawai masing-masing PD pelaksana pemungutan
Pajak dan Retribusi;

e. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan
dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat. dan
tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelatsana pemungut
Pajak; dan

f. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan
Retribusi;

(3i Pemberian pemanfaatarr Insentif kepada Bupati, wakil Bupati dan
sekretaris daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan
mengenai remunerasi.
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Pasal 4

Kepala PD Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud tlalam
Pasai 3 ayat (21 mengusuikan aparat penerima dan besaran Insentif
dilingkungan PD masing-masing termasuk pihak lain yang membantu
pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Instansi pelaksana Pemungrrt Pajak dan Retribusi Daerah dapat diberi
Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

(2) Pemberian Insentif seperti dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk
meningkatkan:
a. kine{a instansi;
b. semangat kerja pejabat atau pegawai instansi;
c. pendapatan daerah; dan
d, pelayanan masyarakat;

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
setiap triwulan pada awa-l triwulan berikutnya.

(a) Dafam hal target kinerja triwulan tertentu tidak tercapai, Insentif untuk
triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya dengan ketentuan
target kinerja pada triwulan dimaksud tercapai.

(5) Dafam hal target pada ahir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai,
tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan
sebelumnya.

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

sesual densan

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 7

(1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah da-lam tahun anggaran
berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah vang
dilaksanakan pemungutannya.

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dialggarkan
melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
berkenaan.
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Pasal 8

(Ii Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalzirn Fasal 3 ayat (2i hunif a,

huruf b, huruf c, dan huruf d, untuk setiap bulannya dikelompokkan

berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran

sebelumnya dengan ketentuan :

a dibawah Rp. i.000.000.000.000,00 (satu triiiun rupiah) paling tinggi 6

(enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat ; dan

b Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.

2.5OO.OOO.OOO.OOO,OO (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling

tinggi 7 (tujuh) kali pokok dan tunjangan yang melekat;

(2) Apabila target kinerja penerimaan suatu triwulan triwulan tidak tercapai,

insentif untik triwulan tersebut dihayarkan Bada txiurulan herilortnya

seteia.l. mencapai target kinerja penerimaan triwuian yang ditentukan.

(3) Pembayaran Insentf dilakukan setiap tri wulan berdasarkan hasil capaian

realisasi Pajak dan Retribusi setiap bulan.

(4) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun
anggaran telah tercapai atau telah terlampaui, pembayaran Insentif belum

dapat dilakukan pada akhir tahun anggzrran berkenaan, pemberian

in-sentjf diberikan pada tahun al:rggaran berikutnya yang pelaksaraarurya

sesuai dengan ketentuan perun<iang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41

Tahun 20 15 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Morowali

(Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2015 Nomor 041), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal S 5o*tvwi loX

R. BUPATT MOROWALI,

YUSMAN MAHBLIB

Diundangkan di Bungi<u
pada tanggal L. Sanunci

R" SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ABDULWAHID HASAN

BERITA DAERAH IGBUPATEN MOROWALI TAHUN loa.r NOMOR .O,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BAGIAN HUKUM

DAERAH KAB. MOROWALI.

,5.11.,1vI._H
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